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Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membawa
konsekuens diserahkannya beberapa kewenangan pusat kepada daerah, termasuk juga kewenangan di
bidang industri dan perdagangan. Seiring praktek otonomi daerah, muncul fenomenadi daerah yaitu
semangat pembuatan berbagai regulasi yang bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dengan menarik pgjak daerah ataupun retribusi daerah.

Surat 1zin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan instrumen kebijakan perizinan di sektor perdagangan yang
kini secara penuh diselenggarakan di pemerintahan daerah Kabupaten/K ota. Pengenaan retribusi dalam
pengurusan SIUP di beberapa daerah telah memberatkan pelaku usaha (kondisi ekonomi biayatinggi),
karena disamping harus membayar retribusi, pelaku usaha juga kadangkala dihadapi dengan kegiatan
pungutan liar yang berkedok dengan praktek "percaloan”. Berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kota
Bekasi, pengenaan retribusi dalam pengurusan SIUP tidak menurunkan minat pelaku usaha untuk
menjalankan usahanya di Kota Bekasi. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah permohonan SIUP dari
tahun 2000 hingga tahun 2004.

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis pelaksanaan kebijakan izin usaha perdagangan di Kota
Bekasi. Dasar teori yang dipergunakan dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut adalah
kombinas antarateori yang dikemukakan oleh Mustopadijgja dan Edward |11 dengan beberapa penyesuaian.
Variabel yang dianalisis antaralain: pada dimens ketepatan kebijakan itu sendiri, konsistensi dan efektifitas
pelaksanaannya, komunikasi, sumberdaya, serta struktur birokrasi. Berdasarkan hasil analisis dan observasi
di lapangan, diketemukan bahwa kebijakan izin usaha perdagangan di Kota Bekasi cenderung berfungsi
sebagai instrumen budgeter dibandingkan dengan fungs regulasi. Peningkatan jumlah permohonan SIUP
dari tahun ke tahun tidak dapat diindikasikan sebagai bentuk keberhasilan implementas kebijakan.
Peningkatan jumlah permohonan SIUP di Kota Bekasi |ebih disebabkan adanya perubahan lingkungan
sosial berupa mobilisas penduduk dari daerah lain serta meningkatnya kesadaran masyarakat pelaku usaha
dan perubahan lingkungan ekonomi. Di samping itu posisi/letak strategis dan kelengkapan sarana dan
prasarana seperti jalan, pasar, ruko dan lain sebagainya turut memberikan andil bagi perkembangan sektor
perdagangan di Kota Bekasi.

Walaupun demikian, terdapat hal yang lebih penting dari sekedar peningkatan jumlah permohonan SIUP
yakni, pengembalian fungsi perizinan itu sendiri sebagai instrumen pembinaan, pengawasan dan
pengendalian perlu dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka disampaikan beberapa saran bagi
perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan kebijakan izin usaha perdagangan di Kota Bekas antara
lain peningkatan pelayanan perizinan yang berorientasi pada perlindungan kepentingan publik, penambahan
secara kuantitas dan kualitas aparat pelaksana, pemanfaatan jaringan internet sebagai media komunikasi dan
informasi kebijakan daerah serta pengawasan vertikal dari pejabat atasan aparat pelaksana guna
meminimalisir terjadinya praktek percaloan yang merugikan pelaku usaha.
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